KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ \o((, /B.07/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil Untuk Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

PN Ot Lo B e

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG.

Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman
untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan tugas.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Gubernur Lampung Nomor: G/437/B.09/HK/2018, tentang
Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4- %- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

%

ARINAL DJUNAIDI

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta:

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; ,

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung:
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung. ®



LAMPIRAN I: KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NONOR : G/ /B.07/2021
REKAPITULASI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
NILAI BEBAN
JUMLAH
KER.. HAS! EELEBIHAN, Efektifitas
No NAMA JABATAN PEMANGKU Af g /| pg PU
JABATAN EFEKTIFITAS ABK KEKURANGAN Unit (EU)
JABATAN (EJ)
1 2 3 4 5 6 7 8 g
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
1 1 1,25 1 ] A
PINTU
SEERETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2 - SATU PINTU 1 1,307 1 0 A 1,7949 A
3 . KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEEPEGAWAIAN 1 1,495 1 o A
4 - Analis Tata Usaha 2 2,658 3 -1 A
5 - Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1 3,215 3 -2 A
5] - Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 0 2,124 2 -2 A
i - Sekretaris Q 1,565 2 -2 A
8 - Pengadministrasi Kepegawaian 1 3,32 3 -2 A
9 - Pengadministrasi Umum 4 3,616 4 0 A
10 - Pengemudi 1 1 1 0 A
11 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET 1 1,041 1 [} A
12 - Analis Keuangan 3 2,813 3 (4] A
13 - Penyusun Laporan Keuangan 2 1,854 2 0 A
14 - Verifikator Keuangan o 2,357 2 -2 A
15 - Pengadministrasi Keuangan 1 1,848 2 -1 A
16 - Pengadministrasi Pajak 1 1,552 2 -1 A
17 - Bendahara o 1,161 1 -1 A
18 - KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM 1 1,146 1 0 A
19 - Analis Perencanaan 2 2,765 3 -1 A
20 - Pe lola Bahan Perencanaan 0 1,178 1 -1 A
21 - Py d asi Per dan Program 0 1,572 2 -2 A
KEPALA EIDANG PERENCANAAN DAN PENGOLAHAN DATA
22 | - PENANAMAN MODAL ! Lix6a ! 9 A L7342 A
23 . KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL 1 1,166 1 0 A
24 - Analis Perencanaan Strategis 3 2,563 3 Lt} A
25 - Penyusun Rencana Investasi 2 1,791 2 0 A
26 - Pengadministrasi Umum 1 1,512 2 -1 A
27 - KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL 1 1,02 1 [+] A
28 - Analis Peraturan Investasi 1 3,173 3 -2 A
29 - Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi 1 1,791 2 -1 A
30 - Pengolah Data Peraturan Investasi o 1,231 1 -1 A
31 - KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA 1 1,107 1 0 A
32 - Analis Kelembagaan Usaha 2 3,173 3 -1 A
33 - Analis [klim Usaha dan Kerjasama 1 2,969 3 -2 A
34 - Pengelola Program Dunia Usaha o 1,248 1 -1 A
35 - KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL 1 1,236 1 o A 1,5032 A
36 - KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL 1 1,124 1 0 A
a7 - Analis Pengembangan Potensi Daerah 1 3,173 3 -2 A
38 - Pengelola Data Pengemb L 1 1,115 1 0
39 - Pengad i Umum Q 1,6 2 -2 A
40 - KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL 1 1,229 1 8] A
41 - Analis Promosi dan Kerjasama Luar Negeri 2 2,674 3 -1 A
42 - Perancang Promosi 0 1,457 1 -1 A
43 - Penyusun Rencana Promosi o 1,654 2 -2 A
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN
44 * MODAL 1 1,157 1 0 A
45 - Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi 1 3,123 3 -2 A
46 - Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana o] 1,076 1 =1 A
47 - Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 2 1,6 2 o A
48 _mmmnmmommummmnmmnu
DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 1,162 1 -1 A 1,4921 A
40 R KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL 1 1,012 1 0 A
50 -
Pengawas Penanaman Modal 2 2,808 3 -1 A
51 - P
engelola Pemantauan 1 1,359 1 0 A
52 - Pengelola Pengawasan
i A 1 1,242 1 o W
53 - KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL i 1171 . X .
54 - Analis Pembinaan Kele: i
m| elembagaan Investasi 2 2,727 3 A R
s < ;
o Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian o 1.i6a :
. -1 A




JUMLAH NILAI BEBAN
KERJA/ HASIL KELEBIHAN/ Efektifitas
NAMA JABATAN PEMANGKU PJ PU
HO JABATAN | EFEKTIFITAS | ABK | KEKURANGAN Unit (EU)
JABATAN (EJ)
1 2 3 4 S5 6 7 8 9
56 - Pengadministrasi Umum 2 1,584 2 [*] A
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI 1 1.27 1 o A
57 " PENANAMAN MODAL :
58 - Analis Penanaman Modal 2 2,52 3 -1 A
59 - Analis Sistem Informasi 0 2,74 3 e A
60 - Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor 1 1,202 1 0 A
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN =
61 - NON PERIZINAN A 1 1,295 1 [¢] A 1,8576 A
62 - KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/ 1 1,094 1 (4] A
63 - Analis Dokumen Perizinan 3 2,839 3 o A
64 - Pengelola Dokumen Perizinan 0 1,608 2 -2 A
65 - Pengadministrasi perizinan 1 1,59 2 -1 A
66 . KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/TT 1 1,026 1 (/] A
67 - Analis Dokumen Perizinan 4 3,951 4 0 A
68 - Pengelola Dokumen Perizinan 1 1,726 2 -1
69 - Pengadministrasi perizinan 2 1,547 2 0
70 . KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/ 1 1,03 1 L] A
71 - Analis Dokumen Perizinan 2 3,224 3 -1 A
72 - P lola Dol 1 F 1 1,593 2 -1 A
73 - Pengadministrasi perizinan o 1,627 2 -2 A
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
74 - woN B 1 1,145 1 0 A 1,6519 A
75 . KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/T 1 1,03 1 (4] A
76 - Analis Dokumen Perizinan 3 2,634 3 o A
77 - Pengelola Dokumen Perizinan 1 1,036 1 ] A
78 - Pengadministrasi perizinan 1 1,684 2 -1 A
79 - KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/ 1} 1,03 1 (] A
80 - Analis Dokumen Perizinan 2 3,224 3 -1 A
81 - Pengelola Dokumen Perizinan 0 117 1 -1 A
82 - Pengadministrasi perizinan 1 1,544 2 -1 A
83 - KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/l 1 1,059 1 0 A
84 - Analis Dokumen Perizinan 3 2,998 3 0 A
85 - Pengelola Dokumen Perizinan (4] 1,157 1 -1 A
86 - Pengadministrasi perizinan 2 1,764 2 0 A
KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBLJAEAN DAN PELAPORAN
87 | - LAYANAN 1 1,162 1 0 A 1,5639 A
88 - KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN 1 1,006 1 0 A
89 - Analis Data dan Informasi 3 2,866 3 0 A
Q0 - Analis Pengaduan Pemerintahan 1 2,766 3 -2 A
91 - Pengolah Data Informasi dan Hukum 0 1,059 1 -1 A
92 - KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN 1 1,068 1 (4] A
93 - Penyusun Bahan Kebijakan 1 1,654 2 -1 A
94 - Penyusun Laporan Kebijakan 1 2,216 2 -1
a5 - F dmi rasi Umum 0 1,056 1 -1 A
96 - KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN (o] 1,007 1 -1 A
97 - Analis Pelayanan Publik 3 2,761 3 0 A
98 - Analis Investasi Daerah 1 2,765 3 -2 A
99 - Pengolah Data Pelayanan [ 1,033 1 K A
100 - JF A.nal.fs Keh'i_-fakan Pertama 0 22,05 22 92 A
101_| - JF Analis Kebijakan Muda 0 21,435 21 21 A
102 7J'F.Anah.akc!ma5:an Madya 0 10,208 10 -10 A
103 - JF Analis Kebijakan Utama 0 1,666 2 -2 A
104 - JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Pelaksana/Terampil ] 0,312 0 (] E
105 - JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Pelaksana Lanjutan/Mahir [s] 1,083 1 -1 A
106 - JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia 4] 1,166 1 1 A
z R
107 - JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama 4] 2,187 2 -2 A
108 - JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda 0 2,351 2 -2 A
109 - JF Analis ?
Sumber Daya Manusia Aparatur Madya (] 2,37 2 -2 A
110 - JF Arsipari: i
iparis Pelaksana/Terampil (4] 0,279 (4] [¢] E
111 - JF Arsiparis Pelak: ji i
paris sana Lanjutan/Mahir 0 1,633 2 -2 A
112 | - JF Arsiparis Penyelia
e 2 o 1,853 2 2 5
113 - JF Arsiparis Pertama 0 1.999
114 - JF Arsiparis Muda 0 1I707 2 - i
115 | - JF Arsiparis Madya = o’ 2 -2 A
116 | - JF Arsiparis Utama A 9 o E
o 0,154 0 o E
117 - JF Penata Laksana Barang Pelaksana/Terampil o 2
353 2 -2 A
118 - JF Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan/Mahir = TS
119 | - JF Penata Laksana Barang Penyelia : 1 -1 A
- ° 1,958 2 2 A




JUMLAH / Efe
KERJA/ HASIL KELEBIHAN, ektifitas
NO NAMA JABATAN m‘i‘:‘“ EFEKTIFITAS ABE | KEKURANGAN | *7 | unit (EU)
JABATAN (EJ)
1 2 3 4 5 [ 7 8
120 - JF Perencana Pertama (9] 2,407 2 -2 A
121 - JF Perencana Muda 0 4,186 4 -4 A
122 - JF Perencana Madya 5] 2,167 2 -2 A
123 - JF Perencana Utama 0 0,446 0 0 E
124 - JF Pranata Komputer Pemula 0 0,014 0 4] E
125 - JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil ¢} 1,812 2 -2 A
126 - JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir 0 4,667 5 -5 A
127 - JF Pranata Komputer Penyelia 0 5,417 S5 -5 A
128 - JF Pranata Komputer Pertama 0 2,791 3 -3 A
129 - JF Pranata Komputer Muda 1] 3,29 3 -3 A
130 - JF Pranata Komputer Madya [s] 1,566 2 -2 A
131 - JF Pranata Komputer Utama 0 0,487 0 0 E
Jumlah 111 284.873 284 -173 2,08
GUBERNUR LAMPUNG,
ARINAL DJUNAIDI



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /B.07/HK/2021
TANGGAL: 2021
2.1 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
KEPALA DINAS
Drs. QUDROTUL IKHWAN, MM SEKRETARIS DINAS

Drs. BENNY BUFIAGCA, AP. . MH

[

1

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

KEPALA S8UB BAGIAN PERENCANAAN

AZHARI, SE., MM

WAN MUHAMMAD NASIR WAYA, 8P, MM

LIYUS GUSTIAN RIANDI, 8.8t. Pi.MM

I

[

I

Analis Tata Usaha

Analis Keusngan

Analis Perencanaan

HANNY ANGGRAINI GUBA HR, S.Kom,, M.M.

MIRA KORDIANTI, SE

WAHYU WINARNO, 8.8i., M.M.

MUJIONO, 8.1P

RINT HANDAYANI, SE

FIRNA EFRINSA, SE

LAILA ROSITA HN., SE

Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Penyusun Laporan Keuangan

Pengelola Bahan Perencanaan

FRIDA ARSYAD, 8.80s., MM

SANDY RINGGALA, SE

BELUM ADA PECAWAI

KHAIRULLOH, 8.IP

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

Verifikator Keuangan

Pengadministras: Perencanaan dan Program

BELUM ADA PEGAWAL

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

Sekretaris

Pengadministrasi Keuangan

BELUM ADA PEGAWAI

DEFTUMAN

Pengadministrasi Kepegawaisn

Pengadministrasi Pajak

TOBING PUTRA JAYA

ROSDIYANA

Pengadministrasi Umum

Bendahsra

BAMBANG WAHYOEDI

BELUM ADA PEGAWAL

HERLINA UMAR

BAMBANG IRAWAN

ZULKARNAINI

Pengemudi

YUDI

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGOLAHAN DATA PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN
INFORMASI PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DAN NON PEI N A

-

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN P N DAN NON N

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAVANAN

ISKANDARSYAH, SE., MH

DENDY MASHURI, SH,MA,MPP

BELUM ADA PEGAWAI

NIRWAN YUSTIAN, SP., MM

NOVALINDA, SE., MM

YUDHI ALFADRI, 8H., MM
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